SALINAN

BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG

Menimbang : a.

Mengingat

;1.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang mengamanatkan evaluasi Peraturan Daerah
kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, sebagaiamana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1933
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH. !

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 7)
diubah sehingga berbunyisebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan
ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e serta Pasal 4 ayat
(21 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i
merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b,
huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib
Pajak.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat

~ pemberitahuan pajak terutang.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan
lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus dan ditambah 1 ayat yakni
ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
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(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) dihapus.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas:

a.

1.

Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat,
kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
ibadah, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

Bumi dan/atau Bangunan . yang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala; atau yang sejenis;

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan  suaka
alam, hutan  wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan
atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda
raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu
(light rail transit), atau yang sejenis;

Bumi dan/atau . Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
dan :

‘Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan

bangunan oleh pemerintah pusat.

(4) Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk permukaan
bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP sebagaimana diatur
dalam peraturan pemndang-undangan yang mengatur
mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai

berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk:

1. tukar menukar;
2. Hibah

3. hibah wasiat;

4. waris;
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5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya;
6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
yangmempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak;
9. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; dan
13. hadiah.
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
dihapus.
Dalam hal NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangrunan pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digrunakan
yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama
Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4
dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat atau waris, termasuk suami istri, NPOPTKP
ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
dihapus.

Ketentuan Pasal 13 dihapus;

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(4)

‘ Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5),

dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

dihapus.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan fidele

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a maka saat terutang BPHTB
untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Dalam hal terjadi pembahan atau pembatalan perjanjian

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya aktajual beli

mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan
pembayaran kekurangan dimaksud.
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(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli
paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta
jual beli.

(6) BPHTB yang terutang dipungut di Daerah tempat tanah
dan/atau Bangunan berada

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e
dihapus dan ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 haruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan
oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi,
dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyediaan jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyedian bahan baku dan bahan setengah
jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian
berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
dan berbeda dengan Ilokasi dimana proses
pembuatan dan penyimpanan; dan .

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya. ‘

(2) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

restoran,;

rumah makan;

warung makan;

warung tenda;

cafe;~

dihapus.

food truck; .

angkringan; dan
1. kantin.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud

. pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau
Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp6.000.000,-

' (enam juta rupiah) per bulan. '

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak
semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman,;
dan
dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu
pesawat (lounge) pada bandar udara.

PR a0 op
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7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27
(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
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a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga
listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung
berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik
sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan
Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan
Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Ketentuan Pasal 29 éyat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 29
(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
(2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT
atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat

~ parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

€. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) PBJT yang terutang dipungut di Daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa

Tertentu dilakukan.

Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 30
(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan
Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;



.

Reklame kain;

Reklame melekat, stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/slide;dan

i. Reklame peragaan.

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame, yaitu:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan,
dan sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

Cc. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area
tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk
da n bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat
atau Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai
dengan iklan komersial.

f. Reklame yang memuat nama tempat ibadah;

g. Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan
diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan
perserikatan bangsa-bangsa, badan atau lembaga
organisasi internasional; dan

h. Reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan atau

peruntukan tanah dan diselenggarakan di atas tanah

tersebut.

FERSe As o

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
3)

(4)

Pasal 34
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan
tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan Reklame.
Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang
terutang dipungut di daerah tempat usaha penyelenggara
Reklame terdaftar.

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 37
Dasar pengenaan PAT yaitu NPAT.
NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air
Tanah.
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13.
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(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas:

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,;

kualitas air; dan

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai
perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada
nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur
sesuai peraturan perundang-undangan.

oo TR

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan
tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambalian MBLB di mulut tambang.

(3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat pengambilan MBLB.

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 59

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

(3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Ketentuan Pasal 62 ditambah 2 ayat, yakni ayat (2) dan ayat
(3) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62
(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Obyek Retribusi adalah penyediaan /pelayanan barang
dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang
pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang
digunakan /dinikmati.
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16.
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Ketentuan Pasal 64 ayat (1) diubah dan ayat )2) sampai ayat (5)
dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,
balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat
Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali
pelayanan administrasi.

(2) Hasil retribusi pelayanan Kesehatan  disetorkan
seluruhnya secara bruto ke Kas Daerah sebagai
pendapatan asli daerah, kecuali pelayanan Kesehatan
yang telah menerapkan pola BLUD disetorkan ke kas
BLUD.

(3) dihapus.

(4) dihapus.

(5) dihapus.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 65
(1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya
ke lokasi pembuangan sementara,

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau
lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan
akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan
akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau
pemusnahan akhir Sampabh;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran,
dan industri.

(2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu Pelayanan

Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,

dan tempat umum lainnya.

Ketentuan Pasal 73 ditambah 1 ayat, yakni ayat (7) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73
(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan;

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan
Jalan;

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa;
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
pelayanan Jasa Kepelabuhanan;

Pelayanan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olah Raga;

2
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h. penjualan hasil produk usaha Pemerintah Daerah; dan

i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagalmana
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dllaksanakan
dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

(7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan dibidang keuangan negara, menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri,
dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
Peraturan Bupati ditetapkan.

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan,
serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 75

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa
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pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat
pelelangan.

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh
Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai
tempat pelelangan.

Ketentuan Pasal 87 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata
cara penghitung besaran tarif dapat ditetapkan dengan
Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah
berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. Kkerja sama penyediaan infrastruktur,

(3) dihapus.

(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan wuntuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik Daerah.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

¢. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Pelaksanaan  Pemanfaatan barang milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 97 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4)
dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 97

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak
dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengaturan mengenai:

pendaftaran dan pendataan;

penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

pembayaran dan penyetoran,

pelaporan;

pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

oo T
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Pemeriksaan Pajak;

penagihan Pajak dan Retribusi;

keberatan;

gugatan;

penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;

dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara

pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan  melalui sistem = pembayaran  berbasis
elektronifikasi.

(5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

el el ot B

Ketentuan Pasal 107 ayat (3) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 108
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai
ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 109
Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2),
dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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25. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 110
Denda yang timbul sebagai akibat penjatuhan pidana atas
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108
dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

26.Isi Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III mengalami
perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI BERAU,
ttd
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,
ttd
MUHAMMAD SAID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH: (64.03/79/7 /2025))

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA




